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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis Intelijen Yustisial Kejaksaan 
Negeri Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Pengumpulan 
data dan informasi dilakukan Penulis di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Jenis dan 
sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan 
didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-
undangan dan lain-lain. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan 
rumusan masalah sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan selanjutnya 
dianalisis dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara jelas dan konkrit terhadap 
objek yang dibahas sehingga didapat jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Peranan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 
Karanganyar dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan 
kegiatan intelijen yustisial/penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan data atau 
keterangan tentang benar atau tidak tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. 
Selain melakukan penyelidikan, seksi intelijen juga berperan sebagai Tim Pengawal 
dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan 
Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi. (2) Hambatan yang dihadapi oleh seksi intelijen dalam pengungkapan 
dugaan tindak pidana korupsi yaitu minimnya sumber daya manusia (SDM) yang 
dimiliki seksi intelijen secara kuantitatif dan secara kualitatif yang dimiliki seksi 
intelijen, serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan kepada Kejaksaan sementara 
banyak tugas yang harus diselesaikan seksi intelijen yang memerlukan dana lebih 
banyak. 
 
Kata Kunci: intelijen yustisial kejaksaan, tindak pidana korupsi. 
 
Abstract 
This research aims to determine the strategic role of the Justice Intelligence Agency of 
Karanganyar State Prosecutor in a corruption criminal case. Data and information 
gathering is done by Author in Karanganyar District Attorney. The types and sources 
of data generated are primary data and with secondary data derived from books, 
regulation and others. The data obtained is processed and analyzed based on the 
formulation of the problems that can be analyzed with qualitative data analysis 
presented descriptively that is explaining, describing and seeing clearly and 
concretely to the available object answers in accordance with the problem that closely 
filled with this research. Based on the results of research and discussion of the results 
as follows: (1) The role of Judicial Intelligence Attorney General of Karanganyar 
State in the disclosure of alleged criminal acts of corruption is conducting intelligence 
/ investigation to find and collect data or information about whether or not there is 
alleged corruption. In addition to conducting an investigation, the section also serves 
as a Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) 
based on Presidential Instruction No. 7 of 2015 on Corruption Prevention and 
Eradication Action. (2) The barriers that are being experienced by the section in the 
process of disclosing the alleged corruption crime are the lack of human resources 
(HR) possessed by the financially and qualitatively sections that the section possesses, 
and the limited funds given to the Procurator while many tasks must be Sold secrets 
Need more funds. 
 
Keywords: Judicial Intelligence Prosecutor's Office, Corruption Crime.
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1. PENDAHULUAN 
Sejak reformasi politik bergulir di Indonesia, pemberantasan terhadap 
tindak pidana korupsi telah menjadi salah satu agenda utama dan pekerjaan rumah 
bagi siapapun yang berkuasa dalam pemerintahan. “Antusiasme terhadap 
pemberantasan korupsi ini sesungguhnya disebabkan oleh munculnya anggapan 
bahwa kebobrokan dan kehancuran negara pada masa pemerintahan orde baru 
tidak lain disebabkan oleh merajalelanya perilaku koruptif dalam bentuk korupsi, 
kolusi dan nepotisme (KKN) di berbagai tingkat dan ranah kehidupan 
bernegara.”1 
Lembaga pemerhati korupsi global, Transparency International (TI), pada 
tahun 1999 memberi Indonesia predikat „lima (5) besar negara paling „korup‟ di 
dunia. Hasil survei TI ini diulang kembali pada tahun 2004 dan hasil „masih‟ 
menunjukkan Indonesia sebagai peringkat kelima negara paling korup dari 146 
negara yang disurvei. “Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata 
lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, 
Filipina, Malaysia, dan Singapura.”2 
Sampai dewasa ini, hasil pemberantasan tindak pidana korupsi juga masih 
tak kunjung membaik. Dari data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch 
(ICW) pada 24 Februari 2016 selama tahun 2010 hingga 2014 masih terdapat 
sebanyak 2.492 kasus dengan total nilai kerugian negara sebesar Rp 30 triliun dan 
nilai suap sebesar Rp 549 miliar. Dari sejumlah kasus ini ada sekitar 552 kasus 
yang dikategorikan mangkrak atau tidak jelas penanganannya. Dengan kata lain, 
tidak ada keterangan resmi apakah kasus-kasus itu telah masuk pada tahap 
penuntutan atau masih dalam proses penyidikan atau bahkan dihentikan.
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Di sisi lain, berdasarkan data Komite Penyelidikan dan Pemberantasan 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah sebagaimana telah 
diberitakan oleh media Tempo kasus korupsi yang mencuat ke publik di Provonsi 
                                                           
1  Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam 
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Laporan Kajian Desember 2013), Jakarta: BPHN. Hal.5. 
2 Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Ed.2, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2-3. 
3  http://www.antikorupsi.org/id/content/bulletin-mingguan-anti-korupsi-25-febuari-2-maret-2016 
diakses pada 7 April 2016 pukul 22.30 WIB. 
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Jawa Tengah sendiri terbanyak ada di Semarang, yakni 20 kasus, Kabupaten 
Semarang (17), Karanganyar (10), Klaten dan Surakarta (9), Grobogan, Purworejo 
dan Kudus (8). Kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi di Semarang 
mencapai Rp 71 miliar, Kajen (Rp 43 miliar), Karanganyar Rp 28 miliar, Kendal 
Rp 25 miliar, Kabupaten Semarang Rp 22 miliar.
4
 Dari data ini dapat diketahui 
bahwa wilayah yang masih bermasalah terkait dengan maraknya tindak pidana 
korupsi salah satunya adalah Kabupaten Karanganyar. 
Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat 
merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada 
perekonomian rakyat. Dilihat dari segi aturan hukum, pengaturannya dimulai 
sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kemudian 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sampai pembentukan 
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang 
Nomor 46 Tahun 2009. Selain KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 
lembaga yang masih memiliki tugas untuk penegakan hukum tindak pidana 
korupsi adalah Kepolisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Republik 
Indonesia. Terkait dengan Kejaksaan pengaturan tentang tugas dan 
kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Proses penanganan tindak pidana korupsi haruslah dimulai dari proses 
“penyelidikan” karena penyelidikan sendiri merupakan sub fungsi dari 
penyidikan.  Ketika proses penyelidikan ini berlangsung, peran dari badan 
“Intelijen Yustisial Kejaksaan untuk menggali informasi dalam proses 
penyelidikan sangat dibutuhkan. Intelijen ini merupakan salah satu instrumen 
penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk 
yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, 




integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait 
dengan isu keamanan nasional.”5 
Intelijen sendiri dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi 
menjadi dua (2), yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia 
dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh 
negara yang mempunyai fungsi khusus dalam pertahanan dan keamanan negara 
yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen 
ini digunakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan-kepentingan 
nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, 
gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun 
intervensi dari negara lain. 
Agar dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka 
Intelijen Yustisial Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan 
mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan 
data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. Dalam hal ini 
mengumpulkan dan mengelolah data serta fakta apabila timbul dugaan adanya 
atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Apabila timbul 
dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus 
maka petugas intelijen kejaksaan melakukan kegiatan operasi intelijen 
yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar 
merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.”6 
Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Penulis menyusun penulisan hukum 
dengan judul: “KAJIAN PERAN STRATEGIS INTELIGEN YUSTISIAL 
KEJAKSAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi 
Kejaksaan Negeri Karanganyar).” 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana 
peranan inteligen yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka 
                                                           
5  Andi Widjanjanto dan Artanti Wardhani, 2008, Hubungan Intelijen- Negara 1945-2004, Jakarta: 
Friedrich Ebert Stiftung - Pacifis University of Indonesia. Hal.2. 
6  Zainal Abidin, M. Said Karim, Slamet Sampurno Soewondo, 2013, Implementasi Kewenangan 
Intelijen Yustisial Kejaksaan Dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal 
Peneltian Hukum, Vol.2, No.3, Mei 2013. Makassar: Universitas Hassanudin. Hal. 419-43. 
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penyelidikan dugaan kasus korupsi ?; Kedua, Apa yang menjadi hambatan 
inteligen yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka penyelidikan 
dugaan kasus korupsi ?. 
Tujuan penelian ini adalah Pertama, mengetahui peranan Intelijen 
Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka penyelidikan dugaan kasus 
korupsi; Kedua, ,engetahui hambatan inteligen yustisial Kejaksaan Negeri 
Karanganyar dalam rangka melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi. 
Manfaat penelitian ini adalah pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan 
dari sudut teori dan dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya 
ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedua, manfaat praktis. 
Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan data dan informasi 
mengenai peran maupun hambatan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 
Karanganyar dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, 
dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
langsung atas penelitian ini.  
 
2. METODE 
Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris. Penulis 
ingin melakukan penelitian terhadap peran dan hambatan yang dihadapi oleh 
Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam menangani perkara 
tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian yang 
bersifat deskriptif-kualitatif.”7 Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri 
Karanganyar. Data dari penelitian ini yakni data primer yang diperoleh langsung 
dari Kejaksaan Negeri Karanganyar dan data sekunder diperoleh secara tidak 
langsung dari bahan-bahan dokumen, arsip, buku-buku, peraturan perundang-
undangan.
8
. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan dan studi 
                                                           
7  Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 
hal.18. 
8  I Made Wirartha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: 
Andi, hal. 35. 
6 
lapangan dengan teknik wawancara dan obserbasi. Analisis data yang penulis 
gunakan adalah analisis interaktif”9 
Intelijen berasal dari Bahasa Inggris yaitu intelligence, intelligent. Dalam 
kamus Inggris-Indonesia, “intelligent berarti cerdas, pandai sedangkan 
intelligence berarti kecerdasan, inteligensi, anggota intelijen”.10 Menurut 
Wikipedia yang dimaksud intelligence yaitu “is the process of taking known 
information about situations and entities of strategic, operational, or tactical 
importance, characterizing the known, and, with appropriate statements of 
probability, the future actions in those situations and by those entities. The 
descriptions are drawn from what may only be available in the form of 
deliberately deceptive information; the analyst must correlate the similarities 
among deceptions and extracta common truth”.11 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Peranan Inteligen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam 
Rangka Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi 
Intelijen Kejaksaan secara umum mempunyai tugas melakukan kegiatan 
intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya 
dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan 
keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta 
menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan 
pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang 
bersangkutan. Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:   
(1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa 
bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;  (2) Penyiapan rencana, 
pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, 
pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik 
                                                           
9Haris Herdiansyah, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta: 
Salemba Humanika, hal. 164. 
10John M. Echols dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian 
Dictionary, Jakarta: PT Gramedia, hal. 326 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_analysis diakses pada tanggal 7 Juni 2017 Pukul 23.31 
WIB 
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preventif maupun represif untuk menangulangi hambatan, tantangan, politik, 
ekonomi, keuangan, sosial budaya; (3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana 
intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas 
kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan 
kekaryaan di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan; (4) Pengamanan 
teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, 
pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan 
instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Seksi Intelijen Kejaksaan 
Negeri Karanganyar Bapak SUBAGIO GIGIH WIJAYA, S.H., M.H. seksi 
intelijen bertugas: (1) “Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya 
surat perintah dimulainya penyelidikan; (2) Pengamanan/pengawasan yang 
dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak 
hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat 
dan keagamaan, pengawasan terhadap media massa dan barang cetakan, 
pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan 
penjagaan keamanan dan ketertiban umum; (3) Penggalangan merupakan kegiatan 
yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk 
mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela”. 
Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan 
dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini 
terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Menurut Bapak 
SUBAGIO GIGIH WIJAYA, S.H., M.H. sebagai Kasi Intel di Kejaksaan Negeri 
Karanganyar, tugas Intelijen yustisial kejaksaan adalah menyediakan atau 
memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk 
dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan 
kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap 
perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta penyampaian dan 
penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari 
Intelijen. 
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Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar 
dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. 
Perbedaanya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum juga 
berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan 
perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara 
lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana 
terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan.  
Sementara itu, metode atau teknik yang dilakukan oleh Intelijen Yustisial 
Kejaksaan Negeri Karanganyar untuk melakukan penyelidikan tindak pidana 
korupsi menurut Kasi Intel yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara 
tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut: (1) Penyelidikan secara 
terbuka. Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan 
secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan 
wawancara dan observasi; (2) Penyelidikan Secara Tertutup. Penyelidikan secara 
tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui 
oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan: (a) Sensor 
yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan 
penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai 
untuk membatasi ruang gerak orang tersebut; (b) Penyadapan dilakukan dengan 
cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan 
semua komunikasi yang patut untuk dicurigai; (c) Spionase atau mata-mata 
bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi 
tindak pidana atau untuk mencuri dokumen; (d) Penyusupan dilakukan dengan 
memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal 
yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar 
pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.  
Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diketahui peran Intelijen Yustisial 
Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam rangka penyelidikan tindak pidana korupsi, 
adalah: (1) Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial/penyelidikan 
dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana 
korupsi; (2) Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai 
9 
adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi; dan (3) Membuat dan menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk 
pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.  
 
3.2. Hambatan Inteligen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam 
Rangka Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi 
Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan 
atau permasalahan. Termasuk Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar 
yang memiliki hambatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Dari 
hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, hambatan-hambatan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
Pertama, hambatan aspek yuridis: (1) Para pelaku tindak pidana korupsi 
dalam melakukan suatu perbuatannya menggunakan modus operandi yang 
terstruktur, sistemik dan masif. Sedangkan sanksi pidana atau hukuman efek jera 
yang diberlakukan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi masih relatif ringan 
dan kompromistis tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan; dan  
(2) Ketentuan perundang-undangan yang ada tidak sesuai dengan tuntutan 
perkembangan masyarakat dan reformasi birokrasi pemerintahan serta tidak 
sepenuhnya mengakomodasi tugas dan wewenang Intelijen Yustisial Kejaksaan 
dalam upaya penegakan supremasi hukum. 
Kedua, hambatan aspek non-yuridis. (1) Faktor Sumber Daya Manusia 
(SDM), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang 
dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Karanganyar baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif; (2) Terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah 
kepada Kejaksaan Negeri Karanganyar; (3) Faktor kemampuan beroleh informasi 
aktual dan tepat. Kejadian dugaan tindak pidana korupsi yang sering sekali 
dilaporkan atau ditemukan sudah terjadi pada waktu yang sudah lampau sehingga 







Pertama, Peranan Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar dalam 
rangka penyelidikan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi 
intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai 
adanya dugaan tindak pidana korupsi; mencari dan mengumpulkan bukti-bukti 
serta keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi; membuat 
dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan 
sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang 
akan dilakukan. 
Kedua, hambatan yang dihadapi Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri 
Karanganyar dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terdiri 
dari aspek yuridis meliputi modus operandi yang terstruktur, sistemik dan masif 
dari para pelaku serta peraturan perundang-undangan yang ada tidak sesuai 
dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan reformasi birokrasi pemerintahan 
yang tidak sepenuhnya mengakomodasi tugas dan wewenang Intelijen Yustisial 
Kejaksaan. Hambatan aspek non-yuridis adalah kurangnya Sumber Daya Manusia 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terbatasnya anggaran dana yang 
diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani, serta faktor 
kemampuan beroleh informasi aktual dan tepat. 
4.2.   Saran 
Pertama, Intelijen Yustisial Kejaksaan Negeri Karanganyar sebaiknya 
menambah jumlah anggota agar penanganan penyelidikan dugaan tindak pidana 
korupsi lebih efektif karena banyaknya peran yang harus dibebankan kepada seksi 
intelijen sementara jumlah SDM masih kurang. 
Kedua, jumlah anggaran untuk akomodasi dan birokrasi dalam tatanan 
Kejaksaan Negeri Karanganyar sebaiknya ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar 
kinerja para Jaksa di Kejaksaan Negeri Karanganyar lebih maksimal dalam 
menjalankan program sesuai tugas dan tanggungjawab dimasing-masing 
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